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Abstract: This article examines the concept of  ahlulhalliwalaqdi as it is 
adopted by Nahdlatul Ulama. One of  the remaining debates about Islam 
and politics is concerned with the form and system of  politics in Islam. In 
the Muslim traditionalist circle, this debate centers at democracy or shura 
as a means of  succession. Does NU prefer shura to democracy or vice 
versa? This is a normative-critical study that explores Muslim scholars’ 
thoughts both early or medieval and contemporary ones about shura and 
democracy and analyzes how this shapes NU’s political thought on politics 
of  succession. This study shows that the idea of  ahlihalliwalaqdi (AHWA) 
is combination of  shura and democracy. There is nothing wrong with 
democracy or shura but they need to be combined so to mediate tension 
between classical and modern concepts. Members of  AHWA, who will 
VHOHFW�WRS�OHDGHUV��PXVW�EH�FRPSHWHQW�DQG�TXDOLÀHG�SHUVRQV�WKDW�UHSUHVHQW�
all components and segment within the community or organization so 
they will be able to single out capable and acceptable leaders. 

Key Word: AHWA, syura, democracy, NU 

________________________________________________________

Abstrak: Salah satu persoalan besar yang belum tuntas diperdebatkan di 
kalangan umat Islam di Indonesia, tak terkecuali Nahdlatul Ulama/NU, 
adalah bentuk dan sistem politik Islam. Pilihan antara demokrasi atau syura 
menyeruak ke permukaan manakala terjadi proses suksesi. Tulisan ini 
mencermati dan mengkaji secara mendalam demokrasi dan syura sebagai 
sistim pemilihan kepala atau pimpinan dalam masyarakat Islam. Dengan 
kajian pustaka dan analisis normatif-kritis atas pemikiran para ulama 
baik klasik maupun kontemporer tentang syura dan demokrasi, artikel 
ini menemukan bahwa konsep ahlihalliwalaqdi (AHWA) merupakan 
perpaduan dan jalan tengah antara syura dan demokrasi. Tidak ada yang 
salah dalam demokrasi atau syura namun perlu disinergikan. AHWA 
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dipandang sebagai mekanisme yang bijak yang mengakomodir kedua 
sistim tersebut. Yang sangat penting untuk ditekankan adalah bahwa para 
DQJJRWD� $+:$� KDUXV�PHUHSUHVHQWDVLNDQ� ÀJXU�ÀJXU� \DQJ� EHULQWHJUDVL��
kompeten dan representative sehingga pilihannya akan menghasilkan 
pimpinan yang dapat memiliki akseptabilitas dan kapabilitas yang tinggi. 

Kata Kunci: AHWA, syura, demokrasi, NU 

A. PENDAHULUAN

Problem demokrasi dan musyawarah dalam tataran dunia politik, dunia 
sosial dan dalam percaturan sosial keagamaan, baik dalam konteks local, regional, 
nasional dan bahkan internasional. Karena itu, upaya untuk menegaskan kembali 
peran-peran NU secara global dengan paradigma “Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah 

al-Nahdliyah al-‘Alamiyah” menemukan titik temunya untuk menengok kembali 
dinamika yang telah terjadi dan bahkan berkembang dalam tubuh NU. Menengok 
kembali perkembangan dan dinamika yang telah berlangsung dalam tubuh NU, 
bukanlah dimaksudkan untuk “menggugat” dinamika tersebut. Tetapi, lebih 
dimaksudkan untuk mencoba mencari pilhan-pilihan dinamis yang memungkinkan 
dapat terakomodasinya semua aspirasi dan tentunya untuk melihat prangkat yang 
“paling memungkinkan” untuk diterapkan oleh NU, baik sebagai Jam’iyah maupun 
sebagai jama’ah. Penting dicatat, NU tidak pernah menolak perkembangan modernitas, 
tetapi NU juga selalu menjaga “turats.” Karena itu, prinsip yang selalu dikembangkan 
NU “memelihara yang lama dan mengambil yang baru yang lebih baik” menemukan 
relevansinya dengan tema di atas. 

Secara historis verbalistik, kata “demokrasi” dan “syûra” berasal dari suatu 
WUDGLVL�EDQJVD�GDQ�EDKDVD�\DQJ�EHUEHGD��3HUEHGDDQ�EXGD\D��JHRJUDÀV��EDKDVD�GDQ�

SHUEHGDDQ� ODLQQ\D�� EDJDLPDQD� SXQ�� DNDQ�PHPEHULNDQ� SHQJDUXK� VLJQLÀFDQW� EDJL�

bangunan sebuah konsep. Karena itu, agar lebih jelas, berikutnya penulis akan  
melakukan tilikan konsepsional dan historis kedua konsep tersebut dan selanjutnya 
melakukan analisis terhadap dua istilah dan konsep tersebut dan merumuskan 
model kompromistik antara keduanya.

B. DEMOKRASI DAN SYÛRÂ: TELAAH KONSEPSIONAL DAN SEJARAH

1. Demokrasi dalam Konsep dan Sejarah

Kata “demokrasi” yang berasal dari bangsa Yunani, yang secara substansil berarti 
bahwa rakyat memiliki hak untuk membuat keputusan politik yang dijalankan secara 
langsung oleh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Secara etimologi 
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“demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau 
penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau 
kedaulatan. Gabungan dua kata “demos-cratein” atau “demos-cratos” (demokrasi) 
memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya 
kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan 
bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.1

Sebagai sebuah istilah, perspektif  tentang terminologi demokrasi ditanggapi 
secara berbeda oleh para sarjana, Sidney Hook, misalnya, berpendapat “bahwa 
demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan, yang, di mana keputusan-keputusan 
pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada 
kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat.” Sementara Philipe 
C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, menyatakan, “demokrasi sebagai suatu sistem 
pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan 
mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung 
melalui kompetensi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.”2 
Berbeda dengan pandangan kedua sarjana tersebut, pakar politik Indonesia Affan 
Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif  
(demokrasi normatif ) dan empirik (demokrasi empirik), Demokrasi normatif  adalah 
“demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara.” Sedangkan 
demokrasi empirik adalah “demokrasi yang dalam perwujudannya  pada dunia 
politik praktis.”3

Namun demikian, di luar perbedaan pengertian demokrasi, terdapat titik 
temunya yaitu bahwa sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara, 
demokrasi meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan 
praktik-praktik berdemokrasi, rakyat lah yang memiliki hak dan kewajiban untuk 
melibatkan dan atau untuk tidak melibatkan diri dalam semua urusan sosial dan 
politik, termasuk di antaranya dalam menilai kebijakan negara. Dengan demikian, 
negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan 
berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.4 

1Bandibgkan. Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 85.
2http://zhirasdreamparks.blogspot.com/2009/10/demokrasi-dan-demokrasi-islam-1.html
3http://zhirasdreamparks.blogspot.com/2009/10/demokrasi-dan-demokrasi-islam-1.html
4Sebagai cacatan. Dari beberapa pendapat di atas dapatlah dipahami, bahwa sebagai suatu sistem 

bermasyarakat dan bernegara, maka hakikat demokrasi adalah terletak pada peran utama rakyat dalam proses 
sosial dan politik. Dengan kata lain, bahwa pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian sebagai berikut. 
Pertama, pemerintahan ditangan rakyat (government of  the people) mengandung pengertian suatu pemerintahan 
yang sah adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme 
demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena 
dengan legitimasi politik tersebut pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya 
sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Kedua, pemerintahan oleh rakyat (government 
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Secara historis, tradisi demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang 
hubungan negara dan hukum (abad ke-6 SM–abad ke-4 M). Demokrasi yang 
dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung yaitu hak rakyat untuk 
membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara 
berdasarkan prosedur mayoritas, dan berakhir pada abad pertengahan. Pada masa 
ini masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal dimana kehidupan 
keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik ditandai 
oleh perebutan kekuasaan dikalangan para bangsawan. Demokrasi timbuh kembali 
di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya Magna Charta 

(Piagam Besar). Magna Charta adalah suatu piagam yang memuat perjanjian antara 
kaum bangsawan dan Raja John Inggris. Dalam piagam ini terdapat dua hal yang 
mendasar yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih 
penting dari pada kedaulatan raja.5

Momentum lainnya yang menandai kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan 
pencerahan (gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan Yunani 
Kuno) dan reformasi. Pemulian ilmuan Muslim terhadap kemampuan akal ternyata 
telah berpengaruh pada bangkitnya kembali tuntutan demokrasi di masyarakat 
Barat. Dengan kata lain rasionalitas Islam mempunyai sumbangsih tidak sedikit 
terhadap kemunculan kembali tradisi berdemokrasi di Yunani. Gerakan reformasi 
merupakan gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-16. tujuannya adalah 
gerakan kritis terhadap kebekuan dokrin gereja yang kemudian dikenal dengan 
gerakan “Protestanisme.” 

2. Syûra dalam Konsep dan Sejarah

Sementara kata syûrâ dalam bahasa Arab didiskripsikan oleh para sarjana 
Islam, di antaranya, adalah sebagai berikut.

�ÎÊ¸¼£�ÐeÈn·>Ç�+ÎÊ¸�>�Á»�ÅRf^Ki>�7¹j¤·>�e?m�Á»ebr»�Î¨·�ÐeÈn·>
�º?¯�[µ·c�Áj��Á»�Ï¸£�zÇf¤�>�f»Ú>�Ï«�Íab¤K�>�Ñ>eÚ>�?ÄF�Uf^KjÉ
�Ï¸£��·bÉ�ÏKV�Ìf»@�ÅÊ¸£�Luf£�ÅJeÇ?m�ÏÀ¤»�¹q?VÇ�7�Ê¤·>ebG·>

+ÅÊ«�I>Èr·>
of  the people), bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan 
pribadi elit negara atau elit birokrasi; dan, Ketiga, pemerintah untuk rakyat (government of  the people) mengandung 
pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan 
rakyat.

5http://zhirasdreamparks.blogspot.com/2009/10/demokrasi-dan-demokrasi-islam-1.html
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Kata “syûra” secara bahasa arab adalah bentuk mashdar dari kata “syûra” seperti 
perkataan “syâra al-‘Asalu” yang berarti “istikhrajuhu min al-Khilyati.” Jadi, syûra 
adalah suatu kegiatan dimana beberapa pendapat yang berbeda-beda yang dipersembahkan 
terhadap orang atau sesuatu yang dipandang layak untuk diberikan. Al-Badri al-‘Ayni 
berkata, bahwa kata “syûrâ” seperti perkataan “syawartuhu” artinya aku ajukan atau 
serahkan padanya urusanku untuk mencapai sesuatu yang benar.” Sementara menurut 
istilah, Ibnu al-‘Arabi berkata.

�b¯Ç�+ÆbÀ£�?»�Uf^KjÉÇ�ÅGV?q�bV>Ç�¹³��nKjÊ·�Ì@f·>�Ï¸£�¦?¼KRØ>
�t?rK]Ø> �I?Fe@ �Á» �eÈ»Ú> �Ï« �f À·> �?Ä¿AF �ÁÉfq?¤�> �x¤F �?Ä«f£

�+?Ãe>f¯DÇ�?£fm�ÍaÈr°�>�ÎW¸r�>�ÑÙSKiØ�sÊr^K·>Ç
Selanjutnya, kata syûra dipahami dengan kata “musyawarat” yang merupakan 

bentuk mashdar dan berasal dari kata “syawara, yusyawiru” yang terdiri dari kata 
“syin, waw dan ra” dalam pola kata fa ’ala, yang dimana pola kata tersebut bermakna 
pokok yaitu “menampakkan dan menawarkan sesuatu.” Dari makna terakhir ini 
berasal suatu ungkapan ́ V\DZDUWX�IXODQDQ�À�DPUL�µ Aku mengambil pendapat si fulan 
mengenai sesuatu.6 

Kata “syûra” dalam al-Qur’an dapat ditemukan empat kata yang berasal dari 
kata kerja “syawara”, yakni “asyara” (memberi isyarat), “tasayawur” (berembuk 
saling bertukar pendapat), “syawir” (mintalah pendapat), dan “syûra” (dirembukkan). 
Dalam konteks “politik” kata yang “paling relevan” adalah kata “syûra.” Kata  
“syawir” ditemukan dalam ayat.

� âÁæ» �>È évà¬¿àØ � æHâ̧ à°â·> � à¡Êæ̧ à§ �? ê à« � àLÀá³ � âÈà·àÇ � â½áà� � àLÀæ· �æ�> � àÁì» �çÎà â�àe �?à¼æGà« �
� â¹è³àÈàKà«� àLâ»àhà£�>àcæEà«�æfâ»àÚâ>� æ�� â½áÃâe æÇ? àmàÇ� â½áà��âfæ¬â̈ àK âi>àÇ� â½áÄâÀà£� áâ£?à«� àµæ· âÈ àV

�à�æ̧ ì³àÈàKáâ�>� éHæá��à�>� èÂæD�æ�>�Ïà̧ à£
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.7

6Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, Mu’jam Maqayis al-Lughat, 3, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 227
7QS. Ali Imran (3): 159. Ttg tafsir ayat ini lebih jauh lihat. Tafsir al-tanwir, 144-150, juz 4.



Istinbáth Jurnal Hukum Islam

168     |     Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi: Antara Demokrasi dan Syura......

Ibnu Khawaz Mundad, menegaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu 
persoalan yang berkaitan dengan aspek kehidupan atau persoalan dunia, para 
pemimpin wajib melakukan musyawarah. Hal tersebut dimaksudkan untuk 
melahirkan suatu keputusan yang terbaik. Lebih jauh, Ibnu Mundad, berkata.

�Á»�½ÄÊ¸£�¹´m@�?¼Ê«Ç�ÂÈ¼¸¤É�Ø?¼Ê«�Ñ?¼¸¤·>�ÍeÇ?n»�Î·>È·>�Ï¸£�HR>Ç
�?¼Ê«�l?À·>�ÆÈRÇÇ�If�?F�±¸¤KÉ?¼Ê«�oÊ�>�ÆÈRÇ�ÍeÇ?n»Ç�?Ê¿b·>eÈ»@
��?r� �±¸¤KÉ �?¼Ê« �Ñ>egÈ·>Ç �º?¼¤·>Ç �I?K´·> �ÆÈRÇÇ ��?r�?F �±¸¤KÉ

��8+?ÄJe?¼£Ç�aÙG·>
Penguasa wajib bermusyawarah dengan para ulama dalam masalah (agama dan 
hukum Islam), masalah militer dengan ahli militer, dengan tokoh masyarakat tentang 
kesejahteraan, dan dengan menteri, sekretaris, serta pimpinan daerah mengenai 
pembangunan negeri. 

Ayat di atas juga menunjukkan suatu bentuk impratif  dimana Nabi 
diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Perintah ini, 
bagaimana pun, menunjukkan disyariatkannya musyawarah, dan mengandung 
hikmah agar pemimpin umat Islam, lebih-lebih ulil al-Amri, tidak meninggalkan 
musyawarah karena di dalam musyawarah itu mereka dapat memperoleh pandangan 
dan keinginan masyarakat. Menurut Ibnu Katsir, disebutkan dalam suatu riwayat, 
bahwa kata “al-‘Azm” dalam ayat di atas bermakna “musyawarah.”

�¹Ói �+º?¯ �ÅÀ£ ��> �Ëue �H·?{ �ËF@ �ÁF �Ï¸£ �Á£ �ÎÉÇaf» �ÁF> �ÐÇeÇ
�½N�Ì@f·>�¹Ã@�ÍÇe?n»�7º?¯��¾h¤·>�Á£�½¸iÇ�ÅÊ¸£��>Ï¸q��>�º�Èie

9+½Ä£?GJ@
Kata “syûra” juga disebutkan dalam ayat.

� â½áÃ?àÀâ̄ àgàe�?èæ�àÇ� â½áÄàÀâÊàF�ÐàeÈ ám� â½áÃáfâ»à@àÇ�àÍàÙ èr·>�>Èá»?à̄à@àÇ� â½æÄìFàfæ·�>ÈáF? àSàK âi>� àÁÉ ædè·>àÇ
àÂÈá°æ¬ÀáÉ

8Hasan bin ‘Ali bin al-Husain al-Qanuji al-Bukhari, )DWK�DO�%D\DQ�À�0DTDVKLG�DO�4XU·DQ, 2 (Bairut: Maktabah 
al-‘Ashriyah, 1996), 364.

9Ibnu Katsir, 7DIVLU�DO�4XU·DQ�DO�¶$]KLP� 2 (Riyadl: Dar Taiyibah Li al-Tauzi’ wa al-Nasyr, 1999), 254. 
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Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabbnya dan mendirikan 
shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan 
mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.10

Dengan demikian, bahwa kata “syûrâ” yang derivasinya berasal dari bahasa 
Arab dipahami sebagai suatu sistem (politik) yang menekankan pada pengambilan 
keputusan yang dihasilkan melalui proses permusyaratan (untuk) mencapai suatu 
konsensus (kesepakatan). Sistem syûrâ memberikan peluang untuk tidak terjadinya 
ketimpangan dalam kehidupan masyarakat, dan lebih terjaminnya apa yang menjadi 
keinginan suara masyarakat, karena dilakukan oleh mereka yang memiliki integritas 
terbaik.11 Dengan prinsip musyawarah akan melahirkan kesatuan dan persatuan 
dan keputusan yang terbaik untuk kepentingan umat, terlebih yang melakukan 
musyawarah itu adalah para ‘ulama.

Secara praktis konsep syûrâ� WHODK�PHQJDODPL�SHUNHPEDQJDQ�\DQJ�VLJQLÀNDQ�

baik dalam tataran politik mapun dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah 
diaktualisasikan oleh al-Khulafa al-Rasyidun. Fakta historis ini dideskripsikan secara 
elok oleh Muhammad Abu Zahrah, dengan kata-kata.

�Ï«�?»�d¬ÀÉ�Â?³�f´F�ÈFA«�ÐeÈn·?F��jJ�ÁÉbmf·>�bÄ£�Ï«�eÈ»Ú>�Î¿?³Ç�
�Ø?��Ø�½´�>�µ·c�dÊ¬ÀJ�ÂÚ�½¸iÇ�ÅÊ¸£��>�Ï¸q�Å·Èie�ÎÀiÇ��>�I?K³
�ËÃ�ÐeÈn·>�ÂE«�ÎjGK¸»�ÎÉdÊ¬ÀK·>�eÈ»Ú>�L¿?³�Ç@�Á´É���ÂE«�ÅÊ«�Ì@f¸·
�b°·Ç�++++ �+½Ãe?nKi>Ç�ÎF?Wr·> �¥�f»@ �½�a@ �?¼¸³�Â?´«�Å¼´V�l?i@
�e?G³��nKjÉ�?ÄÊ«Ç�Îq?�>eÈn·>�Â>eÈm�Å·�Â?´«�ÐeÈn·>�½ ÀF�f¼£�@bKF>
�LF?N�ÁF�bÉgÇ�Â?¬£�ÁF�Â?¼O£Ç�H·?{�ËF@�ÁF�Ë¸¤³�ÎF?Wr·>�Á»�Ñ?¼¸¤·>
�ÁF��>�bG¤³�½ÃÑ?¼¸£�?qÈr]Ç�ÎF?Wr·>�e?G³�Á»�½Ã�§Ç�¹GR�ÁF>�c?¤»Ç
��D�?ÄÊ«�U?K��?»�?qÈr]Ç�Î·Çb·>eÈ»@�fO³@�Ï«�½Ã�nKjÉ�ÑØ×ÃÇ�aÈ¤j»
�Î»?¤·>�ÐeÈn·>�ËÃÇ�ÐeÈn·>�Á»�Ë¿?O·>�½j°·>Ç�+++Å»?´V@�TÉf�Ç�¦fn·>

1046��DO�6\XUD����������
11Bandingkan. Salah al-Din al-Munjid, DO�0XMWDPD·� DO�,VODP�À�=KLOOL� DO�¶$GOL, (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 

1976), 61
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�¦ÈÀ·>�>dÃ�Á»Ç�>�í]�?ÄÊ«�f»Ú>�ÂÈ´ÉÇ@�@bG»�fÉf°J��D�ÅÊ«�U?K���·>�ËÃÇ
��¸qÚ>?ÄF?Wq@�ÌbÉ@�Ï«�?ÄÒ?°F�Ç@���?¬·>��F�ÎVÈK¬�>�Ëu>eÚ>�½Êj°J
�Ñ?RÇ+++½ÄÊ·D�aÈ¤J�?ÄJ�Ù§Ç��¼¸j�>��?r»�Ï¸£�ÎiÈG��ÂÈ´J�Â@�Ï¸£
�ºÙ]�Ï«�>Î¿?´»�?��ÐeÈn·>�L¿?´«�ÅÀ£��>�Ëue�Â?¼O£�ÁÉeÈÀ·>�Ìc�bÄ£
�?¼ÄÀ£��>�Ëue�f¼£�¾?»Þ>�Î«Ù��a>bK»D�?Ä¿A³�ÏKV�ÅK«Ù]�Á»��Ài�Li
�ÏKV�?ÄKSu�Ï«�Ë¬K��ÐeÈn·>�ÑÈu�L¸¤R�Q>bV@�µ·c�b¤F�Á»�L¿?³Ç
�¥¯Ç?»�ÅF?Gi@��³@Ç�ÅÀ£��>�Ëue�Ï°K·>�bÊÄn·>�µ·c�¹K°��M?Sv·>�LÄK¿>
�Ñ?RÇ�+++ÅK¿È^Êm�Ï«�Å°V�>È£>fÉ���Ìd·>��ÉÈ»Ú>�ÅKÊF�x¤F��Ù§@�Á»
�?ÃbÊ¤É�Â@��>�Ëue�a>e@Ç�ÎÉÈ¯�ÐeÈn·>�L»?°«�ÅÀ£��>�Ëue�Ï¸£�bÄ£
��·�ÁÉbÄ¤·> ��F��iÈJ�Á´·Ç�f¼£�b¤F �Â?³È· �l?À·> �eb¯@ �Â?³Ç�ÎÉf¼£
�ÏKV�IÇfV�Ï«�ÅÀ£��>�Ëue�?Ã?v¯Ç�ÅÊ¸£�ÎÉÇ?¤»�UÇf]�½N�Â?¼O£�?¿bÊi

12+ÐeÈmÇ�?¼´VÇ�Øb£�ÁÉbmf·>�f]B�Â?³Ç�Î¸Ê§�¹K¯
Sementara dalam ranah hukum Islam, fakta implemetasi syûrâ begitu 

dinamisnya, sebagaimana yang dipraktikkan oleh para salaf ketika mereka hendak 
melakukan ijtihad yang didasarkan pada pengambilan hukum yang berdasarkan 
syûrâ, sebagaimana yang dilakasanakan fuqaha al-sab’ah dari kalangan tabi’in. 
Demikian juga oleh para ulama setelah tabi’in. Fenomena inilah yang digambarkan 
dan diabadikan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya “al-Tahzib” sebagaimana 
diurai oleh Yahya Muhammad, dalam kitabnya yang bertitelkan “al-Ijtihad wa al-

Taqlid wa al-Ittiba’ wa al-Nazhar” dengan kata-kata sebagai berikut.

�Ï¸£�½Ò?°·>�a?ÄKRÞ>��D�È£bÉ�Ç@�¹¼¤É�½Äv¤F�Â?³�b°«�¸j·>�Ðb·?»@
�ÁF>�¡«?�>�a?«@�c>��¤F?K·>�Á»�Î¤Gj·>�Ñ?Ä°¬·>�Á£�µ·c�¹°ÀÉ�?¼³�ÐeÈn·>
�Ëv°É�ØÇ�?¤Ê��?ÄÊ«�>È¸]a�Î·Aj�>�½ÄJAR�>c>�½Ä¿AF�%HÉdÄK·>&�Ï«�fSV

12Muhammad Abu Zahrah, DO�0XMWDPD·�DO�,VODPL�IL�=KLOOL�DO�LVODP, Cet. 2 (Riyadl: Dar al-Su’udiyah, 1981), 222-227
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�ÈÃ�Î¬ÊÀV�?F@��Ðf¿��¤F?K·>�b¤F�Á»Ç+?ÄÊ«>Çf ÀÉÇ�½ÄÊ·>�¥«fÉ�ÏKV�Ëu?°·>
�Å°«>È»bÉb��Ï«�ÐeÈn·>�Ï¸£�Æa?¼K£>�ÍÈ°F�Ñ?Ä°¬·>�Á»�Æ�§�Á£�hÊÊ��Á»�gfF@
�bÉb��¹G �̄ÅJd»ÙJÇ�ÅGF�?Wq@�Ï¸£�ÅÒ>eB�zf£�ºÙ]�Á»�µ·cÇ�ÎÉa?ÄKRØ>
�ÅGÃd»�¥uÇ�Î¬ÊÀV?F@ �Â> �Ë´¼¸· �%H¯?À�>& �Ï«�Ñ?R�b°«+?��ËÒ?Ä¿ �¯È»
�ÁÉb·>�Ï«�ÅÀ»>a?ÄKRD�½Ä¿Ça�Åj¬ÀF�ÅÊ«bGKjÉ��&�ÅF?Wq@��F�ÐeÈm�ËÄ°¬·>
�?ÄG¸°É�Î·Aj»�Î·Aj»�Ë°¸É�Â?´«�+�À»×�>Ç�Å·ÈieÇ���ÎWÊrÀ·>�Ï«�Î¨·?G»Ç
�½N�?ÄÊ«�º>È¯Ú>�bV@�f°KjÉ�ÏKV�½Ãf�?ÀÉÇ�ÆbÀ£�?»�ºÈ°ÉÇ�½ÃbÀ£�?»�¥¼jÉÇ

�13+?Ä¸³�ºÈqÚ>�LGN@�ÏKV�ºÈqÚ>�Ï«�iÈÉ�ÈF@�?ÄKGOÉ

Fakta historis implementasi syûra sebelum pengambilan suatu keputusan 
hukum Islam seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, dan, mungkin juga 
oleh para imam-imam lainnya, bagaimana pun, mengandung suatu nilai positif  
yang besar. Demikian ditegaskan oleh Abu al-Ashbagh ‘Isa bin Suhal. Karena itulah, 
‘Umar bin ‘Abd. Al-‘Aziz, yang dikenal sebagai khalifah yang adil, tidak pernah 
mengambil suatu keputusan sendiri, kecuali setelah memohon dan mendengarkan 
pendapat orang banyak. Hal ini tergambar ketika beliau mengumpulkan sepuluh 
fuqaha Madinah, dan seraya berkata.

�±�> �Ï¸£?¿>È£@ �ÅÊ« �ÂÈ¿È´JÇ �ÅÊ¸£ � �ÂÇfR×Jf»Ú �½´JÈ£a �?�D �Ë¿D �
14+½´À»�fvV�Á»�Ì@fF�Ç@�½´É@fF�ØD�>f»@�¥í¯@�Â@bÉe@?»

,PDP� DO�6\DÀ·L�� \DQJ� NDU\D�NDU\DQ\D�� EDQ\DN� GLMDGLNDQ� UHIHUHQVL�

dikalangan masyarakat dunia yang berdomisili di negera-negara asia, terutama 
Malasiya,Singapura dan Indonesia, juga menunjukkan sikap akademisnya dengan 
melakukan diskusi-diskusi ketika beliau melakukan pengembaraan intelektual. 
Fakta historis ini dideskripsikan oleh Muhammad Abu Zahrah, dengan kata-kata.

13Yahya Muhammad, al-Ijtihad wa al-Taqlid wa al-Ittiba’ wa al-Nazhar (Beirut: Muassasah al-Intisyar al-‘Arabi, 
2000), ��������

14Ibid.,154.
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�Ë¤«?n·>�o¯?ÀÉ�ÅÊ«�Ë£>gÇÚ>��j·>�I?K³�fr»�Ï«�Î£ÈGí�>�ÎÊÄ°¬·>�Î£È¼�>�Ï¬«
�HÃd»�leaÇ�f]Ü>�Ï«�Å°«>ÈÉÇ�?Äv¤F�Ï«�Å¬·?���j·>�Ï«�Ë£>gÇÚ>�Ñ>�eB
�PÊ¸·>�7º?¯Ç�Å°¬·>�Ï«�µ·?»�¾?»Þ>�Ï¸£�Å¸v«�Å¿@�ÌÇ�Æe�b°·�ÏKV�b¤i�ÁF�ÈOÊ¸·>
�ØD�Ë¤«?n·>�Á£�ebrJ�Ø�Î¼¸³�ÆdÃÇ�ÅF>È»È°É���ÅF?Wq@�Â@�ØD�µ·?»�Á»�Å°«@
�Á»�ÅÊ¸£�ºbJ�?»Ç�ÍÈ �̄Á»�Ñ>eÜ>�ÆdÃ�Ï«�?»e>b°»�®f£Ç�[ÆÑ>eB�lea�b �̄Â?³�>cD
�15+Î°Ê¼£�Îiea�PÊ¸·>�Å°«�lea�HÉe�ÙF�Ë¤«?n·?«�Å°¬·>�Ï«�?ÄGV?q�Ðb»

Demikian juga pengambilan keputusan yang berdasarkan diskusi dan 
musyawarah, dalam tradisi Islam, telah menjadi bagian yang melekat di dalamnya, 
sebagaimana yang diaktualisasikan dalam apa yang disebut sebagai lembaga 
“Majma ‘Alami Li al-Fiqh” dan “Rabithah al-‘Alam al-Islami.”16 Kalau boleh, kami ingin 
menyatakan, bahwa fenomena tersebut menggambarkan betapa pentingnya apa 
yang disebut “Ijtihad Jama’i.” Bahkan, di era kontemporer ini, tuntutan pengambilan 
keputusan berdasarkan prinsip syûra dipandang sebagai hal yang “dharuri.” Karena 
itu, tidak berlebihan kalau Ibnu ‘Athiyah al-Andalusi mewajibkan syura. Dia pun 
berkata.

�½¸¤·>�¹Ã@��nKjÉ���Á»Ç�¾?´VÚ>�½Òh£Ç�Î¤Éfn·>�b£>È¯�Á»�ÐeÈn·>
17+ÅÊ«�®Ù]�Ø?»�>dÃ�HR>Ç�Å·h¤«�ÁÉb·>Ç

Lebih jauh, Ibnu ‘Athiyah, berkata.

�½¸¤·> �¹Ã@�nKjÉØ�Á»Ç�¾?´VÚ>�½Ò>h£Ç�Î¤Éfn·> �b£>È¯�Á»�ÐeÈn·>Ç
�½Ãf»@Ç&�Å·È°F��À»×�>��>�\b»�b¯Ç�ÅÊ«�®Ù]Ø?»�>dÃ�HR>Ç�Å·h¤«�ÁÉb·>Ç
�¾b¿�ØÇe?^Ki>�Á»�I?]?»&�½¸iÇ�ÅÊ¸£��>Ï¸q��À·>�º?¯Ç%½ÄÀÊF�ÐeÈm
�¾?´VÚ>�Ï«e?nKj�>�Î¬qÇ�%Á��×»e?nKj�>&�¾Ùj·>�ÅÊ¸£�º?¯Ç�%e?nKi>�Á»
�ËF@�ÁF�Áj�>�º?¯b°«�¹¯?£�Ï«�ØD�µ·c�ÂÈ´É?»�¹¯Ç�?ÀÉa�?�?£�ÂÈ´É�Â@

15Muhammad Abu Zahrah, al-Syafi’i Hayatuhu wa Ashruhu wa Ara’uhu wa Fiqhuhu, (Ttp. : Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1987), 47. 
16Yahya Muhammad, al-Ijtihad wa, 156.
17Abu Yahya Samih bin Muhammad bin Ahmad, al-‘Azlu Mazhab al-Mu’tazilah wa Lam wa Lan Yakuna 

Mazhaban  Li Ahli al-Sunnah, (Ttp.: tp, tt.), 3.
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�?Ê¿b·>eÈ»@�Ï«�e?nKj�>�Î¬qÇ�Å¸°£�¹¼´É����Õf»>�ÁÉa�¹¼³�?»�7�Áj�>
�ÁF�f¼£�¹¤R�b¯Ç�Î³fF�ÐeÈn·>Ç�nKj�>�Ï«�>a@Ç�?Ff��Ù¯?£�ÂÈ´É�Â@

18�+ÐeÈm�*ºg>ÈÀ·>�½ £@�ËÃÇ�*�Î«Ù�>�I?í�>
“Syura merupakan salah satu prinsip dan cita-cita Islam. (Karena itu), barangsiapa yang 
tidak meminta pendapat cendekiawan dan ulama, wajib untuk tidak diikuti, dan ini 
telah menjadi kesepakatan yang tidak diperdebatkan (lagi). Allah memuji kaum mukmin 
GHQJDQ�ÀUPDQ�1\D��8UXVDQ�PHUHND��PDND�GLPXV\DZDUDKNDQ�GL�DQWDUD�PHUHND���1DEL�
(pun) bersabda “tidak akan merugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal 
orang yang bermusyawarah). Sabda Nabi juga menyebutkan “orang yang dimintai 
pendapatnya adalah orang yang dipercaya.” Dan ciri orang yang dimintai pendapatnya 
atau nasihatnya (musytasyar) menurut Islam adalah orang yang berilmu dan kuat 
menjalankan agama, paling ringan adalah orang yang berpengetahuan (mengerti) 
apa yang ditanyakan. Hasan bin Abi al-Hasan berkata “Tidak akan sempurna agama 
seseorang, kalau aqalnya tidak sempurna.” Sedangkan ciri musytasyar dalam urusan 
dunia adalah dia orang yang berakal (mengerti), terlatih dan melaksanakan apa yang 
dinasihatinya.” Syura itu memiliki nilai yang tinggi, dan ‘Umar pun mengakui bahwa 
fondasi terbesar dari pemerintahan adalah musyawarah.”

Dengan demikian, tidak diragukan lagi, bahwa pendekatan demokrasi dan 
syura adalah dua pendekatan yang telah berlangsung dalam sejarah peradaban umat 
manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan, baik dalam bidang politik, hukum, 
kemasyarakatan dan lain-lainnya dan ( juga) sebagai suatu sistem pengambilan 
keputusan poliitik dan hukum. Namun demikian, dan penting dicatat, bahwa 
problem demokrasi dan syûra sebagai suatu sistem pengambilan keputusan politik, 
sampai saat ini masih menjadi suatu persoalan yang “krusial”  baik secara teoretis 
maupun praktis. Pertanyaannya adalah apakah konsep “Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi” dapat 
dipandang sebagai representasi dari prinsip demokrasi dan syûra.? 

Harus dinyatakan disini bahwa upaya untuk memahami kedua teori tersebut, 
dalam berbagai karya klasik maupun modern tidak ada kesepakatan universal yang 
dapat dijadikan sebagai acuan secara utuh dan valid. Bagaimana pun, kedua teori 
tersebut adalah sebuah paradigma yang dilahirkan dari suatu cara berpikir dan situasi 
sosial yang berbeda dan untuk merespon perkembangan sosial politik pada masanya 
atau situasniya. Artinya, bahwa dinamika kedua teori tersebut selalu mengalami 

18Abu Muhammad ‘Abd. Al-Haq bin ‘Athiyah al-Andalusi, DO�0XKDUUDU�DO�:DML]�À�7DIVLU�DO�.LWDE�DO�¶$]L]�DO�
Syahir bi Tafsir Ibnu ‘Athiyah, (Ttp.: Dar Ibnu Hazm, tt.), 376.
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perkembangan.19 Untuk itulah, perspektif  cendekiawan tentang demokrasi dan 
syura menjadi niscaya.

C. PERSPEKTIF TERHADAP DEMOKRASI DAN SYÛRA

Terdapat beberapa pandangan tentang demokrasi, di antaranya, adalah: 
Pertama, al-Maududi. Dalam hal ini al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. 
Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan 
besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan 
manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga 
cenderung sekuler. Karenanya, al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) 
merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham 
teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di 
Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada 
para pendeta. Terkait dengan ini, al-Maududi, berkata.

�½´�>�U?ÄÀ»�Á£�ÎÊ{>f°�b·>�ÂE«�ÎÊ{>f°�a�LjÊ·�ÎÊ»ÙiÞ>�Î´¸¼�>�ÂD
�Ø>��ºbGJ�ØÇ��¿>È°·>�ÅÊ«��¨J�Ù«�?¤Ê��H¤n¸·�Îí¸j·>�ÅÊ«�ÂÈ´É�Ìd·>
�Á»�ÅÊ«�d¬ÀÉ�Ù«�½�È°£�½ÄÊ·>�ËVÈJ?»�Hj}�Ø>�ÁjJ�ØÇ�eÈÄ¼�>�Ì@fF
��Ò?�>�zf£�IfvÉ�½�È°£�Å§ÈjJ��?»�¹³Ç�½Äj¬¿>�ÅKvJe>?»�ÂÈ¿?°·>
�?Ä¿> �ÐfJ �L¿>Ç �ÎÉeÈÄ¼�> �sÒ?r]�ÆdÄ« �?R>f]> �eÈKib·> �Á» �Uf�Ç
�Ç>�ÎÉ�eÈÄ¼�>�Î¼¸³�²Ù{>�YrÉ�Ø�Âc?«�ÔÊm�Ï«��¾ÙiØ>�Á»�LjÊ·

20+�ÎÊ»�ÙiØ>�Î´¸¼�>��¾? ¿�Ï¸£�ÎÊ{>f¯È�b·>

Dalam karyanya yang bertitelkan ”al-Islâm fî Muwâjihati al-Tahdiyât al-

Mu’âshirat”, al-Mawdûdî mengecam teori demokrasi yang disebutnya sebagai sarana 
untuk meneguhkan kekuasan individu dan partai-partai politik. Dia pun berkata:

�¦hKÀJ�Â@�b¤F�f]B�Ëi?Êi�¾? ¿�¹³�Ï«�?Ä¿Am�ÎÊ{>f°��b·>�Ï«�Îí¸j·>�ÂD
�ÎÉ?ÄÀ·> �Ï« �¹´nJ �Ø �¹Ò �Ù¯ �a>f«@ �ÌbÉ@ �Ï« �h³fJÇ �eÈÄ¼�> �ÌbÉ@ �Á»

19ZEKWWS���XNKWL�WLZL�EORJ�IULHQGVWHU�FRP���������
20Abu al-A’la al-Maududi, Nazhariyah al-Siyasah al-Islamiyah,
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�Î·Ça��D�Ç@�Ñ?ÉfNÛ·�Î·Ça��D�?»D�ºÈWKJÇ�+º?�> �¥¼��IhV�ÍeÈq�ØD
21+t>È^¸·

“Sesungguhnya kekuasaan dalam sistem demokrasi sama halnya dengan sistem politik 
lain setelah tercerabut dari kekuasaan mayoritas, kemudian berpusat ketangan-
tangan secara berkelompok, yang pada akhirnya tidak akan pernah terbentuk, kecuali 
menjadi kelompok yang (hanya) mencari keuntungan material, dan selanjutnya akan 
ditransformasikan baik kepada kekuasaan oligharchy atau ke tangan aristokrat.”

Kedua, Mohammad Iqbal. Menurutnya, sejalan dengan kemenangan 
sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya 
sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh 
rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai 
salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan 
nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal, Islam 
tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral 
dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual 
yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi, yang ditolak oleh Iqbal bukan 
demokrasi an sich. Melainkan, prakteknya yang berkembang di Barat. Lalu, Iqbal 
menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut: (1) Tauhid sebagai landasan 
asasi; (2) Kepatuhan pada hukum; (3) Toleransi sesama warga. (4) Tidak dibatasi 
wilayah, ras, dan warna kulit. (5) Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. 

Ketiga, Muhammad Imarah. Menurut beliau Islam tidak menerima demokrasi 
secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Terdapat beberapa kesamaan 
atau hubungan antara demokrasi dengan syûra. Imarah, lebih jauh berkata.

�?»DÇ��ÎV>fq?»D�Î»Ú>Ç�H¤n¸·�Ñ>bKF>�¥ÉfnK·>�Ï«�Ía?Êj·>�¹¤��ÎÊ{>f°�b·?«
�*½Ãf ÀF –�¹O��Ìd·>�Ë¤Gí·>�ÂÈ¿?°·?F�?ÄFf´¬»�x¤F�Æ?�@?»�ÍeÈq�Ï«
�Ï«�%Îí¸j·>&�µ·d³Ç�%�Ía?Êj·>&�ÂE«�½N�Á»Ç�+++�ÎÊ¿?j¿Þ>�Ífí¬·>�ºÈq@
��ÎÊ»ÙiÞ>�ÐeÈn·>�Ï«�?»@ –�Î»Ú>Ç�H¤n·> –�Â?j¿�Ù·�?¼Ã�ÎÊ{>�f°�b·>
�ËÃ��·> �%Î¤Éfn·>&�Ï«�Mbj����ËÃ�Ñ>bKF> �¥ÉfnK·> �Ï«�%Ía?Êj·>&�ÂE«
�%�¥ÉfnK·>�&Ï«�Â?j¿Ù·?»Ç�++?Ê¤G{�ØÇ�?ÉfnF�>g>f«D�LjÊ·Ç�%Ë�>�¥uÇ&

21al-Mawdûdî, al-Islâm fî Muwâjihati al-Tahdiyât al-Mu’âshirat,  (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1983), 249. 
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�Á»��?GÀKi�Ø>Ç�?Ä¸¼��¹Êr¬K·>Ç�ÎÊ�Þ>�Î¤Éfn·>�ÆdÃ�Ï¸£�Ñ?ÀG·>�Îí¸i�ËÃ
�+++?ÄJ?Éf À·��À°K·>Ç�?ÄKÊ¸´·�¥Éf¬K·>Ç�?ÄÒa?G»Ç�?�Èq@Ç�?Ãb£>È¯Ç�?ÄqÈr¿
�Â?³�µ·d·Ç+ÌÇ?��¦fm�ÅF�ºhÀÉ��?¼Ê«�a?ÄKRØ>�Îí¸i�Â?j¿Þ>d��µ·d³Ç
�%ÅÊ°¬·>&�ÈÃ�Â?j¿Þ>�Â?³Ç�%Â?j¿Ø>&�Ø�%¦e?n·>&�ÈÃ�¾ÙiØ>eÈrK·>�Ï«��>
�¹°Kj»��**ÎÊ{>f°¼Òb¸·�ÎÊFf¨·>�Î¬j¸¬·>�ÆdÃ�Ï«�**��?¤·>�Â@�?¼´«++�+�>�Ø
�ÅJ>dF�¹°Kj»�Î¬j¸¬·>�ÆdÃ�Ï«�Â?j¿Þ>�µ·d´«�++++�Å°·?]��FbJ�Á£�ÅJ>dF
�ÎÊ£fm�ÎÉ?£e�ØÇ�ÎÊ�D�ÎÊ¼³?V?�Ça�ÎFfSK·>Ç�¹°¤·?F�¥¼K�>Ç�Î·Çb·>�fFbÉ
%Ía?Êj·>&�Å·�L¿?³?ÀÃ�Á»Ç�Å¯Ù{EF�e?K^�>Ç�f�>�%ÂÈ´·>bÊi&�ÈÄ«�ÎÉÇ?�
�dÊ¬ÀJ �Ï«�%Îí¸j·>&�¥»�¥ÉfnK·> �Ï«�%Ía?Êj·>&�Å· �L¿?³?ÀÃ�Á»Ç�Å¯ �Ù{EF
�ËÃÇ�%Èíie@&�bÀ£�Îq?]Ç�Î�b°·>�ÎÊ¿?¿ÈÊ·>�Íf À·>�Ï¬«+++²Ù{DÇ�½Ê¼¤KF
�½N�Å³fVÇ��?¤·>�±¸]�b �̄�>�Â@�b��ÎOÉb�>�ÎÊFf¨·>�ÎvÄÀ·>�Q>fJ�L¸O»��·>
�Ç@�¹]bJ�?�ÇaÇ�ÅÊ«�Î£aÈ�>�ÎÊJ>d·>�I?GiÚ>Ç�ÅÀÊ¿>È¯Ç�Å¤Ò?G{�±«Ç�¹¼¤É�Å³fJ
�bÉbWK·>Ç�fr�>�ÅRÇ�Ï¸£�ËÃ�µ¸J�+++�?¤·>>dÃ�Î³f��Ë�D��FbJ�Ç@�ÎÉ?£e
�+ÎÊFf¨·>�ÎÊ{>f°�b·>�Á£�ÎÊ»ÙiÞ>�ÐeÈn·>�?ÄÊ«�hÉ?¼KJ��·>�ÎÊ¬j¸¬·>�ÎÊÒh�>
�eÈÄ¼�>�Ì@eÇ��Î»Ú>�?ue�Ï¸£�Îí¸j·>Ç�½´�>�kÊiAJ�Á»��µ·c>b£�?»@
��ÎÊ{>f°�b·>��F�²?¬JD�ÎV?j»�º?�Þ>�ÅRÇ�Ï¸£�?Ä¿E«+++¾?¤·>�Ì@f·?Ã?�>Ç

22+ÎÊ»ÙiÞ>�ÐeÈn·>��FÇ

Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif  (membuat dan menetapkan hukum) secara 
mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syûra kekuasaan tersebut 
merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang 
manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang 
digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. 

22Muhammad Imarah, Tsaurah 65 Yanayir, (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2011), 122-126.
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Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syâri’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai 
faqîh (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya. Demokrasi Barat berpulang 
pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, 
VHWHODK�7XKDQ�PHQFLSWDNDQ�DODP��'LD�PHPELDUNDQQ\D��'DODP�ÀOVDIDW�%DUDW��PDQXVLD�
memiliki kewenangan legislatif  dan eksekutif. Sementara, dalam pandangan Islam, 
$OODK�ODK� SHPHJDQJ� RWRULWDV� WHUVHEXW�� $OODK� EHÀUPDQ� ´,QJDWODK�� PHQFLSWDNDQ� GDQ�
memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.�� Inilah batas 
yang membedakan antara “sistem Islam” dan Demokrasi Barat. Adapun hal lainnya 
seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi 
pandangan umum, dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam. 

Keempat, Yusuf  al-Qardhawi. Menurutnya, substansi demokrasi sejalan 
dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya, dalam demokrasi 
proses pemilihan melibatkkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat 
yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak 
boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. 
Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di 
belakangnya. Al-Qardlawi, berkata.

�ÈÄ«�¾ÙiØ>�½Ê¼q�Á»�Å¿@�b���ÎÊ{>f°�b·>�fÃÈR�¹»AKÉ�Ìd·>�Â@�¥¯>È·>
�Â?³�>cDÇ�+++ÅÀ£�ÂÈufÉ�ØÇ�Å¿ÈÃf´É�Á»�ÍÙr·>�Ï«�l?À·>�¾×É�Â@�f´ÀÉ
�YÊWr·>�PÉb�>�Ï«Ç�Îi?Êj·>Ç�Í?Ê�>�eÈ»@�Ï«�Ê´«�ÍÙr·>�Ï«�>dÃ
�**½ÄÊ¸£�ÂÈ¸rJÇ�½´¿�ÈG�Ç�½Ä¿�ÈG��ÁÉd·>�7�½´»?´V�Ì@�½´K¼Ò@�e?Ê]&
�½Ä¿ �Èv¨GJ �ÁÉd·> �7 �½´K¼Ò@ �e>fmÇ �½´Ê¸£ �ÂÈ¸rÉÇ—½� �ÂÈ£bJ �Ì@

24�+½´¿ÈÀ¤¸ÉÇ�½Ä¿�ÈÀ¤¸JÇ�½´¿Èv¨GÉÇ
Al-Qardhawi, menambahkan, bahwa hal terpenting yang harus dilakukan 

adalah. Pertama, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga 
sejalan dengan Islam. Bahkan amar ma’ruf dan nahi mungkar serta memberikan 
nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Al-Qardlawi, berkata.

23QS. al-A’râf: 54.
24Yusuf al-Qardhawi, 0LQ� )LTK� DO�'DXODK� À� DO�,VODP� 0DNDQDWXKD� 0X·DOLPXKD� 7KDEL·DWXKD� 0XDTLIXKD� PLQ� DO�

Dimuqrathiyah wa al-Ta’addudiyah wa al-Mar’ah wa Ghayr al-Muslimin, (al-Qahirah: Dar al-Syuruq, 2001), 134.
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�Ï¸£�HRÇ@Ç�ÎÊ»ÙiØ>�Í?Ê�>�b£>È¯�Á»�Íb£?¯�ÐeÈn·>�¾ÙiØ>�ef¯�b°·
�ÏÃ�ÎWÊrÀ·>�¹¤R�ÏKV�YrÀ¿�Â@�Î»Ú>�Ï¸£�HRÇ@Ç��nKjÉ�Â@�½³?�>
�¹¤R�?¼³�½Ä»?´VÇ�½ÄÒ>f»@�Ì@��¼¸j�>�Î¼ÒÚ�ÎWÊrÀ·>�?ÄÀ»Ç�Å¸³�ÁÉb·>
�a?Ä�> �¹v«@ �¹¤R�¹F �Î»gØ�ÎvÉf« �f´À�> �Á£�ËÄÀ·>Ç �®Çf¤�?F �f»Ú>
�Â?Ê¨í·> �Î»Ç?°»�¹¤R�Å¿@ �>dÃ�ÏÀ¤»Ç�fÒ?R�Â?í¸i�bÀ£�º?°J �±V�Î¼¸³
�ºÇÚ>�ÂÚ�ËRe?�>�Çh¨·> �Î»Ç?°»�Á»��>�bÀ£�YRe@�Ë¸]b·> �a?j¬·>Ç

25+Ë¿?O¸·�?GGi�ÂÈ´É�?»�>�O³
Kedua, Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa 

yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih 
menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak 
layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada 
saat dibutuhkan.

�LÉÈrK·>�Ç@��I?^K¿�Ø>�¾? À³�¾? ¿��Df ¿�>cE«�+Ía?Än·>�Á»�¦È¿�I?^K¿Ø>
�Ï«�f«ÈKÉ�Â@�HSÊ«�ÎÊV�Ùr·?F�Ymf¼¸·�%Ía?Äm&��¾ÙiØ>�f ¿�Ï«�ÈÄ«
�Øb£�ÂÈ´É�ÂAF��Çfn·>�Á»�bÃ?n·>�Ï«�f«>ÈKÉ�?»�%LÉÈrK·>�HV?q&
�´·>�Hie�ÏKV�ËF?^K¿�Ø>�ÅGR>Ç�Ñ>a@�Á£�¸��Á»Ç+++Í�j·>�Ïuf»
�ÌÈ°·>&�qÇ�ÅÊ«�f«�ÈKÉ�Ø�Á��±WKjÉ�Ø�Á»�ÎÊG¸§Ú?F�g?«Ç��»Ú>�Ñ

26+Ía?Än·>�Ñ>a@�Ï«��>�f»@�·?]�b°«�%�»Ú>

Ketiga, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak 
bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung 
dalam syûra. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus 
memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara 
terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara 

25Yusuf  al-Qardhawi, Min Fiqh al-Daulah, 138. 
26Ibid., 140-141.
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yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari 
luar mereka yaitu ‘Abdullah ibn ‘Umar. 

�ÁÉd·>��ÐeÈn·>�I?Wq@�ÎKj·>�ÎÊv¯�Ï«�f¼£�¯È»�µ·c�Á»�YuÇ@Ç
�>bV>Ç �ÎÊG¸§Ú>?F � �½ÄÀ» �>bV>Ç �ÎÊG¸§Ú?F �>Çe?K� �Â@Ç �Î«Ù^¸· �½ÄWme
�ÎNÙN�ÎÄR>È»�Ï«�ÎN�ÙN�>È¿?³�ÂE«�>È¤ÊíÉÇ�>È¤¼jÉ�Â@�Ë¯?G·>�Ï¸£Ç�½ÄÀ»
�ÎNÙO·?«�ÆÈ¸G°É���ÂE«�f¼£�ÁF��>�bG£�ÈÃÇ�½ÄRe�?]�Á»�?WRf»�>Çe?K]�>

27+®È£�ÁF�Á�f·>�bG£�½ÄÊ«��ÁÉd·>
Apa yang dikemukakan oleh al-Qardhawi tersebut menggambarkan suatu 

persepektif  bahwa demokrasi dan syûra tidak perlu dipertentangkan. Yang terpenting 
adalah bahwa dalam menentukan pilihan itu benar-benar memilih orang-orang yang 
memang layak untuk dipilih. Karena itu, dalam konteks ini, tampaknya al-Qardhawi 
PHOLKDW�GHPRNUDVL�VHEDJDL�VHEXDK�WHNQLV��EXNDQ�PDNQD�ÀORVRÀVQ\D��'DQ��NDVXV�DWDX�

contoh seperti ini masih banyak ditemukan contoh-contohnya, seperti penggunaan 
pendapat jumhur ulama dalam masalah NKLODÀ\DK. Tentu saja, suara mayoritas yang 
diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syari’ah secara tegas.

Keempat. Salim Ali al-Bahnasawi. Menurutnya, demokrasi mengandung sisi 
yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif  yang 
bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat 
selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan 
hak legislatif  secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram 
dan menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya “islamisasi 
demokrasi” sebagai berikut: (1) menetapkan tanggung jawab setiap individu di 
hadapan Allah; (2) Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-
tugas lainnya; (3) Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya 
tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah �DO�1LVD������GDQ��DO�$K]DE������ 4) 
Komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang 
bermoral yang duduk di parlemen.28

Dengan memperhatikan sejumlah pandangan di atas, dapat dipahami bahwa 
dalam teori demokrasi yang lebih ditekankan adalah pada prinsip kebebasan 
individu untuk menentukan pilihannya (melalui voting), maka, melalui syûra 

27Ibid., 145
28 http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/7/cn/19725.
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direpresentasikan melalui suatu komunitas atau kelompok individu yang layak 
untuk menyampaikannya. Jadi, secara substansial, kedua terma ini memiliki tujuan 
yang sama. Dalam konteks ini, tampaknya, prinsip dan konsep demokrasi yang 
sejalan dengan Islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, 
dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat 
wakilnya. Adapun yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat diberikan kebebasan 
secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang 
keluar dari rambu-rambu Ilahi. 

Sungguh pun demikian, pemilihan langsung bukanlah suatu halangan yang 
permanen yang tidak dibenarkan, terlebih lagi implementasinya bukan dinegara 
Islam, terlebih lagi dalam konteks makna organisasi sosial keagamaan.? Terkait 
dengan ini, menarik diikuti pendapat Ibrahim al-Musa, yang mengatakan.

�fu?�>�fr¤·>�Ï«�MbR��·>�ºgÈÀ·>�Á»�ËÃÇ��¼¸j¼¸·�ÎW¸r�>�±°�Ç
�±Éf{ �Á£ �ØD �½ÄJ>e?ÊK]?F �Î{?VÞ> �ÎÊ¿?´»D �¾b£Ç �l?À·> �ÍfO´· �ÎSÊK¿
�Á»×�>�Î·?u�±�?«�ÎÊ»ÙiD�§aÙF�Ï«�±GíJ�L¿?³�ÂD�¥À�ØÇ�M?F?^K¿Ø>
�e?ÊK]>Ç �µ·c �ÎÊ¼Ã@ �ÁÉ�R �ÁF> �_Ên·> �ÐfÉÇ+?ÄF �±V@ÈÄ«?ÃbRÇ �Ï¿@

29+ÎÊVÙr·>Ç�Î«f¤�>Ç�Í��>�¹Ã@�Á»��Wmf�>�Á»�¹v«Ú>

Setelah mempertimbangkan beberapa pendapat di atas, Ibrahim Musa 
sampai pada suatu kesimpulan, bahwa pemilihan langsung merupakan “cara yang 
dibolehkan Islam.” Dia pun berkata.

�Ñ>Èi��¼¸j¼¸· �ÎWR>e�ÎW¸r»�±°��?Ä¿@Ç�ÍhÒ?R�M?F?^K¿Ø> �Â@ �Ðf¿
��¼ÊO£�ÁF�b¼��_Ên·>�ÐfÉ�¹F�ÎÊ»ÙiD��§�aÙF�Ï«�¾@�½ÃaÙF�Ï«�>È¿?³@
�a?¤FDÇ��]�ÅÊ«�Á»��Ê¤J��D�Ë¤j¸·�HR>Ç�M?F?^K¿Ø>�Ï«�>È¸]b·>�Â@

30+µ·dF�¾?Ê°¸·�?�?q�½¸j�>�ÆfÉ�Á»�e?ÊK]?F�µ·cÇ�¶fn·>�¹Ã@

29Ibrahim al-Musa Fiqh al-Muyassar, 13, 105
30Ibid.
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Karena itu, maka perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi yang sesuai 
dengan ajaran Islam, yaitu dan diantaranya adalah (1) Demokrasi tersebut harus 
berada di bawah payung agama; (2) Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan 
aspirasinya; (3) Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah; 
(4) suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan 
utama dalam musyawarah. Contohnya kasus Abu Bakar ketika mengambil suara 
minoritas yang menghendaki untuk memerangi kaum yang tidak mau membayar 
zakat. Juga ketika Umar tidak mau membagi-bagikan tanah hasil rampasan perang 
dengan mengambil pendapat minoritas agar tanah itu dibiarkan kepada pemiliknya 
dengan cukup mengambil pajaknya; (5) Musyawarah atau voting hanya berlaku 
pada persoalan ijtihadi, bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas 
oleh al-Qur’an dan al-Sunnah; (6) Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak 
boleh keluar dari nilai-nilai agama; dan, (7) Hukum dan kebijakan tersebut harus 
dipatuhi oleh semua warga.31 Untuk mengakhiri perdebatan ini, penulis sengaja 
menutip pernyataan Ibrahim Musa, yang berkata.

�fr£�Á»�¸K��±ÊGíK·>Ç�½´�>�Ï«�ÎÊi?i@�Íb£?¯Ç�¾?£�@bG»�ÐeÈn·>�ÂD
�?FÈ¸i@�?Ã�§Ç@�ÎÊ{>f°�b·>�c?�D�Ï«�?¤¿?»�Ðf¿�ØÇ�Æ�¨·�Â?´»�Á»Ç�f]Ü
�kÊ·Ç�ÎÀj·>Ç�I?K´·>�½´�>�ebr»�ÂÈ´É�Â@�ÎíÉfm�ÐeÈn·>�@bG��?ÉdÊ¬ÀJ
�±¸¤KÉ�?¼Ê«eÇa�Å¸O��Á»Ç@�H¤n¸·�ÂÈ´É�Â@�Á´��Á´·�Å¸O��Á»�Ç@�H¤n·>
�ÈÃÇ�ÎÀi�ØÇ�?F?K³�ze?¤É�Ø�?��Î¸if�>��?r�>�Ï¸£�ÎÊÀG�>�M?¤ÉfnK·?F

32+ÎÉfnG·>�Í?ÊV�Ï«�eÈíK·>�ÅÊvK°É�?�

D. AHL AL-HALLI WA AL-‘AQDI: SEBUAH PILIHAN ATAU ALTERNATIF

Persoalan penentuan apakah menggunakan pemilihan langsung (demokrasi) 
atau perwakilan (syura) adalah persoalan ijtihad. Karena menjadi bagian dari 
persoalan ijtihad, bagaimana pun, dari perspektif  ini, masih menyisakan suatu 
pertanyaan. Siapa Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi dan bagaimana formulasi Ahl al-Halli wa 

al-‘Aqdi  dalam menagakomodasi kedua teori di atas. Apakah dengan Ahl al-Halli wa 

al-‘Aqdi dapat dianggap sebagai refresentasi demokrasi? Atau justru meneguhkan 
kelompok “minoritas” (Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi) atas “mayoritas” (Mu’tamirin)? Atau 

31 http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/7/cn/19725.
32Ibid., 106. 
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apakah sistem demokrasi layak diimplementasikan dalam menentukan lembaga 
keagamaan (syuriah), misalnya?

Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi dalam beberapa karya klasik tidak dijelaskan secara 
rinci, namun secara umum konsep ini selalu dipahami sebagai kumpulan orang-
orang dapat dipandang memiliki integritas dalam menentukan seorang pemimpin. 
Konsep ini, terkadang disebut dengan “Ahl al-Syûra wa Ahl al-‘Aqdi.” Rasyid Ridla 
dalam Tafsir al-Manar menyebutkan.

��>Ï¸q�ºÈif·>�bÄ£�Ï¸£�>È¿?³�ÁÉd·>�f»Ú>��Ç@�Ï«�L·h¿�?Ä¿@�¥»�++++
�Ì@f·> �¹Ã@ �ØD �¶?ÀÃ �Â?³?» �Â?í¸i�ØÇ��»@ �¶?ÀÃ �Á´É ��Ç �½¸iÇ�ÅÊ¸£
�½Ä«�¥»�ÎW¸r�>�aÈRÇ�ÂÈ«f¤É�ÁÉd·>�Â>Èuf·>�½ÄÊ¸£�ÎF?Wr·>��³�Á»
�?ÄKi?Êi�Ï«�Ì@eÇ�Í�rF�¹Ã@�º?Re�Î»Ú>�Ï«�ÂÈ´É�Â@�H��>d´Ã�ÂBf°·>
�®È�>Ç�Á»Ú>�f»@�½ÄÊ·D�afF��?GÀKiØ>�Ï¸£�Íeb¯Ç�ÎÊ£?¼KRØ>�?Ä�?r»Ç
�®f£�Ï«�ÂÈ¼jÉ�ÁÉd·>�½Ã�ÑØ×ÃÇ�Îi?Êj·>Ç�ÎÊ£?¼KRØ>�eÈ»Ú>�fÒ?iÇ
�ÂÈ´J�Ø�Î«Ù�>�Î¤ÊF�Â@�½Ä»?´V@�Á»Ç�b°¤·>�¹Ã@Ç�ÐeÈn·>�¹Ã@�¾ÙiØ>
�½ÃÇ�½Ã?ufF�Å¿È¤É?GÉÇ�Î¬Ê¸�>�ÂÇe?K��ÁÉd·> �½Ã>È¿?³�>cD �ØD�ÎWÊWq

33+Î»Ú>�I>ÈÀF�Ðf]Ú>�½»Ú>�bÀ£�ÂÈ¼jÉ�ÁÉd·>

Pandangan Rasyid Ridla di atas mendiskripsikan secara jelas bahwa dalam 
Islam Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi inilah yang memiliki otoritas untuk menentukan 
siapa yang layak menjadi pemimpin. Dan mereka adalah kalangan orang-orang 
yang memiliki integritas dan kemampuan yang mumpuni dalam menyelesaikan 
masalah, tidak terkecuali dalam hal-hal yang bersifat keduniaan. Sementara Imam 
al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah menyebutnya dengan “Ahl al-Ikhtiyar.” 

Mereka adalah orang-orang yang diserahkan kepadanya untuk memilih pemimpin 
dan (yang) melakukan perjanjian mengikat (‘aqad), dan mereka bertanggung jawab 
atas pilihannya. Dalam melaksanakan tugas berat ini, mereka tidak bertindak atas 
nama diri mereka masing-masing, mereka mutlak mewakili umat dan menyuarakan 
suara hati nurani umat (yang diwakili). Lebih jauh, al-Mawardi, berkata.

33Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, (Mesir: al-Hai’ah al-Mishiriyah al-Ammah li al-Kutub), III, 10
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��V�e?ÊK]Þ>�¹Ã@�?¼ÃbV@�7Â?°Éf«�l?À·>�Á»�Uf]�bV@�?ÄF�½°É���ÂDÇ
34+Î»?»Ù·�½ÃbV@�HrKÀÉ�ÏKV�Î»?»Þ>�¹Ã@�7Ë¿?O·>Ç�Î»Ù·?»?»Þ>�>Çe?K�

Konteks kalimat Ahl al-Ikhtiyar yang selalu digunakan dan diulang-ulangi 
oleh al-Mawardi dipahami sebagai sebuah institusi ad hoc yang dibentuk oleh umat 
menurut suasana atau situasi tertentu dan kondisi tertentu. Dalam menjalankan 
tugasnya, lembaga ini, Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi, tidak boleh bertindak atas namanya 
sendiri-sendiri, akan tetapi sebagai wakil umat. Imam al-Nawawi dalam al-Minhaj, 
menyebut kelompok Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi adalah para ulama, para kepala, dan 
para pemuka masyarakat, yaitu unsur-unsur masyarakat yang dapat mewujudkan 
kemaslahatan umat. Penting ditegaskan disini, bahwa ayat al-Qur’an yang 
memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Allah, rasul dan ulil al-Amri, yang 
disebutkan dalam ayat.

â½ á́ Àæ»�æfâ»àÚâ>� æ�âÇá@àÇ� àºÈ áièf·>�>Èá¤Ê æ{à@àÇ�à�>�>Èá¤Ê æ{à@�>ÈáÀà»>àÑ� àÁÉ ædè·>�?àÄéÉà@?àÉ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri 
di antara kamu.�� 

Kata “ulil al-Amri” dalam ayat di atas ditafsirkan oleh mufassir dengan cara 
yang berbeda. Sebagian mufassir memandang sebagai ulama dan mujtahid, ada yang 
menyebutnya sebagai penguasa dan ulama, dan bahkan ada yang menfasirkannya 
dengan “ahl al-Halli wa al-‘Aqdi.” al-Razi menafsirkannya dengan Ahl al-Halli wa al-

‘Aqdi.�� Sejalan dengan al-Razi, Muhammad al-Maraghi, ketika menafsirkan kata 
‘Ulil al-Amri” dia berkata.

�Ñ?jÒÖf·> �fÒ?iÇ�bÀ�> �lÖeÇ�¾?´�>Ç�Ñ>f»Ú> �½ÃÇ�f»Ú> ��Ç@ �>È¤Ê{@Ç
�ÑØ×Ä«�Î»?¤·>��?r�>Ç�M?R?�>�Ï«�l?À·>�½ÄÊ·D�¥RfÉ�ÁÉd·>�Ñ?¼£h·>Ç
�Ñ?À»@�>È¿È´É�Â>��fnF�ÅÊ«>È£?íÉ�Â@�HRÇ�½´V�Ç@�f»@�Ï¸£�>È°¬J>�>cD
�>È¿È´É �Â@Ç �fJ>ÈK·?F �L«f£ ��·> �Å·Èie �ÎÀi �ØÇ ��>f»@ �>È¬·?]Ì �Ø@Ç

34Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, 5. 
35QS. al-Nisa’ (4): 59.
36Fahr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghayb, 10, (Ttp.: Dar al-Fikr, 1991), 149 
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�¹ÊG¯�Á»�Â?³?»Ç�M>a?G¤·?»@Ç�ÅÊ¸£�½Ä¯?¬J>Ç�f»Ú>�Ï«�½ÄO}�Ï«�ÁÉe?K�
��>�Á£�d]×É�?�D�¹F�b°¤·>Ç�¹�>�¹Ã@�f»@�ÅF�±¸¤KÉ�Ù«��Éb·>�a?°K£Ø>

37+Å¼Ä«�Ï«�ÂÈ´É?»�ØD�ÅÊ«�Ì@e�bVÚ�kÊ·Ç�HjW«�Å·ÈieÇ

Selanjutnya, al-Maraghi menambahkan.

�kÊ·�Î»Ú>��?r»�Á»�f»@�Ï¸£�>È¤�@�>cD��À»×�>�Á»�b°¤·>Ç�¹�>�¹ÃA«
�ØÇ�bV@�ÍÈ°F��ÃÇf´»��§�µ·c�Ï«�ÁÉe?K��>È¿?³Ç�¦e?n·>�Á£�s¿�ÅÊ«
�ÎF?Wr·>�Á»�Ì@f·>�¹Ã@e?nKi>��V�f¼£�¹¤«?¼³�ÎGR>Ç�½ÄK£?í«�ÆcÈ¬¿
��Ç@ �Ð@fF �?ÄNbV@ ��·> ��?r�> �Á» �Æ�§ �Ï«Ç �ÆAn¿@ �Ìd·> �Â>ÈÉb·> �Ï«
�z�¤É��Ç�½¸iÇ�ÅÊ¸£��>Ï¸q��À·>�Á»g�Ï«�Á´J��Ç�ÎF?Wr·>�Á»f»Ú>

�38+µ·c�Ï«�½ÄÒ?¼¸£�Á»�bV@�ÅÊ¸£

Penegasan al-Maraghi di atas menggambarkan bahwa mereka yang menjadi Ahl al-Halli 
wa al-‘Aqdi, adalah orang yang tidak dalam tekanan baik oleh individu atau kelompok. 
(Dia memilih dengan bebas), maka hasil pilihan mereka itu wajib untuk diikuti, 
sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh ‘Umar ketika beliau meminta pendapat 
bebarapa sahabat......

Institusi Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi ini memiliki beberapa persyaratan yang niscaya 
mereka miliki, yaitu: Pertama, al-‘Adlu (adil) dengan segala persyaratannya.39 Jadi, 
benar-benar mereka dapat bertindak adil; Kedua, memiliki pengetahuan yang dapat 
digunakan untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin; dan Ketiga, 
memiliki pengetahuan yang memadai.40 Sejalan dengan al-Mawardi, Abu Ya’la al-
Hambali, dalam “al-Ahkam al-Sulthaniyah” berkata.

37Ahmad Mushtafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Cet. 1. 5, (Mesir: Syirkah wa Mathba’ah al-Babi al-Halabi, 
1946), 72. 

38Ibid., 5, 72.
39Catatan penulis. Yaitu benar tutur kata, dapat dipercaya, terpelihara dari sesuatu yang diharamkan, 

menjauhi segala dosa dan hal-hal yang meragukan, memegang muru’ah; yang dapat mengurangi keadilan itu 
adalah fasiq, yang terdiri dari (1) mengikuti hawa nafsu, (2) yang berhubungan dengan hal-hal yang syubhat.

40$EX�DO�+DVDQ�¶$OL�ELQ�0XKDPPDG�DO�0DZDUGL�DO�6\DÀ·L���al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 6.



Vol. 15, No. 2, Desember 2016

 Mutawali     |     185

�½¸¤·> �Ë¿?O·>Ç �Î·b¤·@ �?ÃbV@ ��Çfm �QÙN �½ÄÊ«�K¤Ê« �e?ÊK]Þ> �¹Ã@ �?»@
�¹Ã@�Á»�ÂÈ´É�Â@�P·?O·>Ç�Î»?»Þ>�±WKjÉ�Á»�Î«f¤»��D�ÅF�¹qÈKÉ�Ìd·>
�Â?³�Á��kÊ·Ç�Y¸q@�Î»?»Ý·�ÈÃ�Á»�e?ÊK]D ��D �ÁÉa×�> ��FbK·>Ç �Ì@f·>
�b¸GF�sK��Á»e?q�?�DÇ�?ÄF�¾b°KÉ�aÙG·>�¹Ã@�Á»�Æ�§�Ï¸£�ÎÉh»�b¸F�Ï«
�Ï«�aÈRÈ»�H·?¨·>�Ï«�Î«Ù^¸·�Y¸rÉ�Á»�ÂÚÇ�ÅJÈ��Å¼¸£�±Gj·�Î»?»Þ>

41+Æb¸F

E. AHL AL-HALLI WA AL-‘AQDI: MENGAWINKAN DEMOKRASI DAN SYÛRA

Sebelum mendiskusikan tentang Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi sebagai suatu sistem 
pilihan atau pun al-ternatif, kiranya penting untuk mempertimbangkan pernyataan 
Muhammad Ibrahim al-Musa dalam kitabnya yang berjudul “Fiqh al-Muyassar” 
tentang pemilihan yang diungkapkannya dengan kata-kata.

�\>�« �Ø> �Ç@ �Ymf¼¸· �½ÄJ>ÈqAF �l?À·> �?ÄÊ« ��bÉ �¹¼£ �ËÃ �M?F?^K¿Þ>
�M?¼Ê ÀK·>�Á»�O³�Ï«��·×j�>�e?ÊK]Ø�M?F?^K¿�Ø>�Ìf�Ç�Å¿È¸v¬É�Ìd·>
�Á»�O³Ç�ÎÊ£?¼KRØ>Ç�ÎÊu?Éf·>�Ìa>ÈÀ·>Ç�ÎÊ·?¼¤·>�M?G°À·>Ç�M?Ê¤¼�>�¹O»
�f]Ü�b¸F�Á»�M?F?^K¿Ø>�½ ¿Ç�MÑ>fRD�¸K�Ç�+Îq?�>Ç�Î»?¤·>�M?ji×�>
�?iÖe�H^KÀÉÇ�aÙG·>�Á»�O³�Ï«�?ÄF�º?¼¤·>�Ìf��ÎÊÀ¤»�?ji@�¶?ÀÃ�Â@�ØD
�ÁÉfq?¤�>�x¤F�fÉ��+Î¼ KÀ»�M>�«�Ï¸£�ÎÊ¤ÉfnK·>�M?ÓÊ�>Ç�Î»È´�>Ç�ºÇb·>
�M?F?^K¿Ø>�Â@�½Ã�§Ç�Â>gÈ¬·>��?q�_Ên·>Ç�Ë¿?G·Ú>�½ÄÀ»Ç�Ñ?¼¸¤·>�Á»
�¹´·�e?ÊK]Ø>�¹¤��?Ä¿ÚÇ�Ë»ÙiD��§�l?i@�Ï¸£�¾È°J�?Ä¿Ú�ÍhÒ?R�§
�Ñ?¼¸¤·>�Î»?¼£�ÐfÉÇ�+b°¤·>Ç�¹�>�¹ÃÚ�ÈÃ�?�D�¾ÙiØ>�Ï«�e?ÊK]Ø>Ç�l?À·>

41Abu Ya’la Muhammad bin al-Husain al-Farra’i al-Hanbali, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Bairut: Dar al-Kutub 
al-‘Ilmiyah, 2000), 19. 
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“Pemilihan merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan oleh masyarakat dengan cara 
memberikan suara mereka terhadap kandidat yang layak. Pemilihan (juga) dilakukan 
untuk memilih pemimpin organisasi, lembaga-lembaga donor, olahraga, lembaga-lembaga 
sosial, dan yayasan-yayasan lainnya. Pelaksanaan dan sistem pemilihan di beberapa 
negara (pun) berbeda-beda tentu dengan ketentuan tersendiri. Pemilihan kepada negara 
dan pemerintahan dan lembaga pradilan untuk priode-priode tertentu. Sebagian sarjana 
kontemporer seperti al-Bani, Shaleh Fauzan dan lainnya, mereka menolak segala sistem 
pemilihan (langsung) karena tidak sesuai sistem Islam, karena menjadikan setiap orang 
kebebasan untuk memilih. Menurut mereka, sistem pemilihan yang direkomendasikan 
Islam adalah melalui perwakilan yang dilakukan oleh Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi. Namun, 
kebanyakan sarjana Islam kontemporer seperti Syeikh ‘Abdul Aziz bib Baz, Yususf  
4DUGKDZL�� $EGXOODK� ELQ� -DEULQ� GDQ� ODLQQ\D�� EHUSHQGDSDW� EDKZD� SHPLOLKDQ� ODQJVXQJ�
tidak dilarang Islam.”  

Pola pemilihan dengan pengambilan suara langsung (demokrasi) dan tidak 
langsung (syûrâ, perwakilan) merupakan pola pemilihan yang dapat diterapkan 
baik dalam pemilihan pemerintahan, organisasi maupun lembaga-lembaga lainnya, 
seperti dalam suatu organisasi perusahaan swasta. Dan, pola ini pun jamak berlaku di 
beberapa negara dan organisasi. Pertanyaannya adalah apakah mungkin menerapkan 
pola Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi?

Secara sosiologis, realitas bangsa Indonesia dengan berbagai ragam form 
keagamaan, budaya, pemikiran dan realitas soial lainnya telah menjadi khazanah 
dan sumber kehidupan yang memungkinkan bagi pengembangan paradigma dan 
kontribusi NU bagi kehidupan umat. Seperti diketahui bahwa sejak kelahirannya, 
NU telah memberikan kontribusi besar dalam mengawal Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Lebih dari itu, dinamika dan perkembangan dunia global NU 
juga memainkan peran pentingnya, sehingga adalah sangat layak kalau NU dapat 
dijadikan sebagai salah satu organisasi bertarap internasional. Ketika posisi penting 
telah dan akan diperankan dalam pentas internasional, maka berbagai tantangan 
niscaya menjadi hal yang melekat, baik secara internal maupun ekternal. 

Sungguh pun demikian, bahwa dengan prinsip NU yang mengembangkan 
paradigma “tawazun”, “tawaasuth”, dan “tasamuh” maka kalau boleh dianalogikan 
paradigma tersebut dapat dianggap sebagai sebuah anugrah Ilahiyah kepada NU 

42Muhammad Ibrahim al-Musa Fiqh al-Muyassar, 13 (al-Mamlakah al-Sa’udiyah al-‘Arabiyah: Dar al-
Wathani Li al-Nasyr, 2012), 104.



Vol. 15, No. 2, Desember 2016

 Mutawali     |     187

yang dalam terminologi keagamaan Islam disebut sebagai “Rahmah Li al-Nahdhiyah 

wa al-‘Alamiyah.” Sebagai rahmat yang diteteskan oleh para pendiri NU, terutama 
melalui tangan Khadratus Syeikh al-Akbar KH. Hasyim Asy’ari, NU bukan saja 
mendapatkan tempat dihati al-Nahdliyin wa al-Nahdliyat, tetapi juga bagi komunitas 
lainnya, termasuk masyarakat non muslim. Karena pesan akomudatif  dan 
egalitarianisme yang dibangun NU selama ini baik dalam konteks politik maupun 
sosial keagamaan. Pesan kerahmatan dalam tubuh NU benar-benar tersebar dalam 
teks-teks yang dihasilkan dalam karya-karya ditulis para Nahdliyin dan Nahdliyat, 
terlepas dari pro kontra yang menyertainya. 

Konstruksi “Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah” yang telah sifat dan karakter yang 
melekat pada realitas Nahdliyin dan Nahdliyat, oleh KH. Hasyim Asy’ari.  Fungsi 
kerahmatan ini dielaborasi oleh Nabi dengan pernyatannya:  ”bu’itstu li utammima 

makarim al akhlaq” (Aku diutus Tuhan untuk menyelenggarakan pembentukan 
moralitas kemanusiaan yang luhur).  Oleh karena itu Nabi Muhammad saw selalu 
menolak cara-cara kekerasan dan sekaligus tidak pernah melakukannya. Nabi 
Muhammad mengatakan “Aku tidak diutus sebagai pengutuk melainkan sebagai rahmat 

bagi semesta.” Tuhan telah memberikan kesaksian-Nya terhadap cara-cara yang 
dilakukan Nabi tersebut sambil menyerukan diteruskannya cara-cara itu:

“Maka disebabkan rahmat (kasih sayang) Tuhanlah, kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, 
niscaya mereka menjauhkan diri dari sekitarmu, maka maafkanlah mereka 
dan mohonkan ampunan bagi mereka dan bermusyawaralah dengan mereka 
dalam segala urusan.”43

Pernyataan ini tentu saja meniscayakan sebuah kehendak Islam untuk 
mewujudkan tatanan kehidupan manusia yang didasarkan pada pengakuan atas 
kesamaan manusia di hadapan hukum, penghormatan atas martabat, persaudaraan, 
penegakan keadilan, pengakuan atas pikiran dan kehendak orang lain serta kerjasama 
saling mendukung untuk sebuah perwujudan kehendak-kehendak bersama. Ini 
adalah pilar-pilar kehidupan bersama yang selalu dirindukan oleh setiap manusia 
di manapun dan kapanpun, tanpa harus mempertimbangkan asal usul tempat 
kelahiran, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keturunan, keyakinan agama dan 
sebagainya. 

Siapa pun yang membaca dengan pikiran cerdas pernyataan-pernyataan teologis 
di atas niscaya akan dapat menyimpulkan dengan tanpa ragu bahwa teks-teks suci 

43QS. Ali Imran, (3): 159.
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kaum muslimin ini adalah bukti paling nyata dari missi dan doktrin kemanusiaan 
Islam. Sangat diyakini bahwa tidak ada teks-teks keagamaan lama maupun baru 
yang membicarakan prinsip-prinsip kemanusiaan secara begitu mempesona berani, 
mendalam, fasih dan genuin seperti teks-teks Islam di atas. Ini semua sesungguhnya 
merupakan konsekuensi paling logis dari doktrin Tauhid, sebuah kredo monoteisme 
paling sentral dalam sistem Islam.

Pesan-pesan kemanusiaan Islam yang diungkap dalam begitu banyak teks-
teks suci Islam di atas kemudian dielaborasi secara sangat mengesankan oleh Imam 
Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111 M) dan dikembangkan lebih lanjut oleh antara lain 
Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H). Al-Ghazali, pemikir muslim sunni klasik terbesar 
mengatakan bahwa tujuan agama adalah kesejahteraan sosial (kemaslahatan). Al- 
Ghazali selanjutnya menjelaskan:

“kemaslahatan menurut saya adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama 
yang berisi lima bentuk perlindungan. Yaitu perlindungan terhadap; agama 
(hifzh al din), jiwa dan tubuh (hifzh al nafs), akal-pikiran (hifzh al ‘aql), 
keturunan (hifzh al nasl) dan harta benda (hifzh al maal). Segala cara yang 
dapat menjamin perlindungan terhadap lima prinsip ini adalah kemaslahatan 
dan mengesampingkannya adalah kerusakan (mafsadah), menolak kerusakan 
adalah kemaslahatan.”44 

Pandangan al Ghazali tersebut harus dielaborasi secara lebih jauh dalam 
konteks yang lebih luas dan sejalan dengan gagasan besar Islam tentang kerahmatan 
universal, termasuk di dalamnya tentang kebebasan manusia dan penghapusan 
pandangan-pandangan yang mendiskriminasikan manusia atas manusia. Kita harus 
mampu keluar dari tafsir tradisional yang tertutup, eksklusif, menuju tafsir yang 
lebih terbuka, inklusif. Pertama, perlindungan terhadap keyakinan agama dan 
kepercayaan, mengandung implikasi bahwa perlindungan bukan hanya terhadap 
agama dan keyakinan dirinya melainkan juga terhadap keyakinan orang lain, 
sehingga tidak seorangpun boleh memaksa atau menindas orang lain hanya karena 
keyakinan atau agamanya atau kepercayaannya yang berbeda dengan dirinya. Kedua, 
perlindungan terhadap jiwa, mengimplikasikan perlindungan terhadap nyawa 
dan tubuh siapapun, sehingga tidak boleh ada seorangpun yang berhak melukai, 
membunuh atau melakukan kekerasan terhadap orang lain yang tidak melakukan 
kesalahan apapun. Ketiga perlindungan terhadap akal pikiran, mengandung 
implikasi penyediaan ruang yang bebas untuk mengekspresikan pendapat, 

44Abu Hamid al-Ghazali, al- Mustashfa Min ’ Ilm al-Ushul, I, 286.
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pikiran, gagasan dan kehendak-kehendak yang lain. Dr. Abdullah Darraz dalam 
pengantarnya terhadap kitab $́O�0XZDIDTDW�À�8VKXO�DO��6\DUL·DKµ karya brilian Abu 
Ishaq al-Syathibi mengatakan bahwa “lima prinsip perlindungan ini (al-dharuriyat al 
khamsah) adalah.

´XVXV�DO�¶XPUDQ�DO�PDU·L\\DK�À�NXOOL�PLOODK�ZD�DOODWL�ODZODDKD�ODP�WDMUL�PDVKDOLK�DO�

GXQ\D�¶DOD�LVWLTDPDK�ZD�ODIDWDW�DO�QDMDK�À�DO�DNKLUDK�µ

“Dasar-dasar kemakmuran rakyat yang diyakini setiap agama. Tanpa semua 

itu kesejahteran dunia tidak akan berjalan mantap dan tidak akan mendapatkan 

keselamatan di akhirat.”��

Realitas kehidupan adalah warna warni dan beragam. Ini adalah keniscayaan 
alam ciptaan Tuhan dan tidak seorang manusiapun dapat merubahnya. Atas dasar 
ini pula tidak seorangpun dapat menolak kehadirannya di bumi ini berikut seluruh 
eksistensi yang melekat pada dirinya masing-masing, termasuk di dalamnya menjadi 
muslim atau non muslim. Nabi juga tidak mampu menjadikan keluarganya mengikuti 
ajarannya. Tugas beliau adalah menawarkan jalan ke arah kehidupan yang penuh 
kegembiraan atau kesengsaraan. (mubasyirin wa munzdirin). Nabi juga tidak diberi 
hak untuk memaksa orang untuk mengikuti keyakinan dan jalan hidupnya (lasta 

‘alaihim bi musaithir). Adalah hak setiap orang pula untuk menerima atau menolak 
ajakan keselamatan dan kegembiraan yang ditawarkan Nabi. Tuhanlah yang akan 
menentukan tempatnya masing-masing di akhirat kelak bahagia atau sengsara. 
Doktrin kerahmatan universal meniscayakan penghargaan terhadap keragaman 
realitas dan penerimaan terhadap pandangan the others tersebut.

Di luar agenda kepentingan yang tersembunyi di belakangnya, maka adalah 
sulit bagi doktrin kerahmatan universal untuk dapat mengerti pada sikap-sikap dan 
SDQGDQJDQ�SDQGDQJDQ�\DQJ�PHQDÀNDQ�DWDX�PHQJKLODQJNDQ�HNVLVWHQVL�GDQ�SLOLKDQ�

pilihan manusia hanya karena latarbelakang sosial, budaya, politik, agama, keyakinan 
dan lain-lain yang tidak sama. Setiap pandangan yang penuh prasangka buruk 
dan berusaha membunuh karakter atau bahkan melenyapkan eksistensi manusia 
sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Islam Rahmatan li al 
‘alamin (laisat ila al Islam bi shilah ashlan). 

Dengan sangat cerdas, Ibnu Rusyd, sang pelopor rasionalisme Arab-Islam 
menulis dalam bukunya yang terkenal “)DVKO�DO�0DTDO�À�PD�EDLQD�DO�KLNPDK�ZD�DO�

Syari’ah min al Ittishal”, dan mengatakan.

45Abu Ishaq al Syathibi, $O�0XZDIDTDW�À�8VKXO�DO��6\DUL·DK, I, 4.



Istinbáth Jurnal Hukum Islam

190     |     Ahl al-Halli Wa al-’Aqdi: Antara Demokrasi dan Syura......

“ID� PD� NDQD� PLQKD� PXZDÀT� OL� DO� KDT� TDELOQDKX� PLQKXP� ZD� VXULUQD� ELKL� ZD�
V\DNDUQDKXP�¶DODLK��:D�PD�NDQD�PLQKD�JKDLU�PXZDÀT�OL�DOKDT�QDEEDKQD�¶DODLKL�

wa hadzdzarna minhu wa ‘adzarnahum.”

“‘Jika kita menemukan kebenaran dari mereka yang berbeda agama, kita mestinya 

menerima dengan senang dan menghormatinya. Sebaliknya jika kita menemukan 

kesalahan, maka kita patut memperingatkan dan memaafkannya”.46 

Kita juga seringkali menemukan pandangan-pandangan yang berusaha 
menggeneralisasi satu atau dua kesalahan the others. Dengan kata lain satu atau dua 
pandangan dari the other yang dianggap salah (padahal belum tentu salah), maka 
dia dianggap telah melakukan kesalahan yang menyeluruh, untuk pada gilirannya 
tidak diberi tempat apapun dan di manapun. Bahkan orang-orang dekatnya yang 
tidak bersalah dan barang-barang miliknya yang tidak bergerak ikut juga menjadi 
sasran kesalahan. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang lain. Akan tetapi kita 
lalu juga menjadi aneh ketika mereka secara diam-diam terbukti memanfaatkan 
produk-produk pikiran the others. Ini adalah pola pemikiran yang penuh ambigu.  
Al Ghazali mengutip wahyu Tuhan kepada Nabi Dawud mengkritik ambivalensi ini: 
“jangan kamu biarkan kaummu mencacimaki ‘orang-orang asing’, karena mereka 
sesungguhnya telah berhasil memakmurkan dunia dan mensejahterakan hamba-
hamba-Ku.” (al Ghazali, DO� 7LEU� DO� 0DVEXN� À� 1DVLKDK� DO� 0XOXN). Sejalan dengan 
pendirian di atas, Prof. Dr. Husein al Dzahabi mantan Menteri Waqaf  Mesir dan 
Guru Besar Universitas al Azhar pernah mengatakan:

“Kebenaran Agama adalah apa yang ditemukan manusia dari pemahaman kitab 

sucinya sehingga kebenaran agama dapat beragam dan bahwa Tuhan merestui 

perbedaaan cara keberagaman umat manusia atau apa yang kemudian disebut dalam 

ajaran Islam sebagai “tanwwu’ al ‘ibadah”. Jika ini dapat dipahami niscaya tidak 

DNDQ� WLPEXO� NHORPSRN�NHORPSRN� \DQJ� VDOLQJ� PHQJNDÀUNDQ���µ�Quraisy Shihab, 
$QWDUD�$EVROXVLWDV�GDQ�5HODWLYLWDV�GDODP� $́JDPD�GDQ�3OXUDOLWDV�%DQJVD��KOP���� 

Pernyataan-pernyataan di atas tentu saja memperlihatkan kepada kita bahwa 
keyakinan keagamaan dan pikiran yang beragam merupakan kenyataan yang tidak 
bisa ditolak, karena ia diciptakan dan merupakan kehendak Tuhan sendiri. Teks-
teks suci al-Qur’an menyebutkan kenyataan ini. Al-Qur’an misalnya menyatakan:

46al-Ghazali, Fashl al Maqal, 93.
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“Andaikata Tuhanmu menghendaki niscaya seluruh manusia di muka bumi akan 

beriman kepada-Nya apakah kamu akan memaksa manusia sehingga mereka 

beriman?”. Dengan begitu, maka setiap orang dapat tetap meyakini kebenaran 

agamanya dan membiarkan orang lain meyakini kebenaran agamanya sendiri; 

“lakum dinukum wa li din”. 

F. KESIMPULAN

Sebagai catatan akhir, bahwa  Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi; adalah suatu forum para 
ulama yang dipandang memiliki otoritas untuk menentukan seseorang menjadi kepala 
pemerintah; Kretia calon Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi adalah (1) Adil, alim dan muru’ah 
dalam segala tindakannya; (2) Menguasai khazanah keilmuan kelasik/kitab kuning 
dan modern kontemporer; (3) Memiliki latar belakang sebagai kader dan pengurus 
NU (Sesuai ketentuan AD/ART dan PO); (4) Memiliki basis, akar dan latar belakang 
pendidikan pesantren dan pengurus masjid (NU); (5) Berprestasi, berdedikasi dan 
Komitmen terhadap NU (al-Tsiqah bi Nahdah al-‘Ulama); (6) Mengimplementasikan 
tradisi keilmuan dan ‘amaliyah NU (al-‘Amal bi Ta’alim Nahdah al-‘Ulama); (7) Sabar dalam 
perjuangan mengembangkan NU��DO�6KDEUX�À�6DELOL�1DKGDK�DO�¶8ODPD�������Berideologi 
$KO�DO�6XQQDK�ZD�DO�-DPD·DK�DO�1DKGOL\DK�GDQ� ����Tidak terlibat dalam politik praktis, 
aliran terlarang, radikalisme, dan tindak pidana. Ketiga, Menentukan Rois ‘Am PBNU; 
Menyusun struktur kepengurusan Syuriah bersama Rois Am; Menentukan sejumlah 
FDORQ�.HWXD�8PXP�WDQÀG]L\DK�3%18�XQWXN�GLSLOLK�ROHK�PXNWDPLULQ�\DQJ�PHPLOLNL�

hak suara; Menjadi tim formatur dalam menyusun struktur kepengurusan WDQÀG]L\DK 
bersama Rois ‘Am dan ketua umum PBNU terpilih.
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